Abstrak

Penggunaan transportasi pribadi olen masyarakat di Ibu kota Jakarta selalu
meningkat setiap tahunnya menimbulkan kemacetan. Gubernur Jakarta selaku
Pemerintah DKI dengan perantara Dinas Perhubungan dan Transportasi
mengupayakan kemacetan di Jakarta agar dapat teratasi. Pembentukan Pergub
No.155 Tahun 2018 tidak terdapat aturan lebih jelasnya mengenai sanksi yang
berlaku. Pemberian Denda tersebut akan berlaku bagi para pelanggar pengendara
aturan ganjil/genap, sedangkan untuk pidana penjara akan diberikan bagi yang
memalsukan plat nomor kendaraan. Hal ini menjadi ketimpangan bagi hukum
acara pidana dan mengkualifikasi sebagai pelanggaran pidana bagi kepolisian
untuk menindak tilang dengan menggunakan pergub ganjil/genap, akan tetapi
diputuskannya denda memakai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Nomor 22 Tahun 2009.

Dilihat dari sudut tujuannya jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pendekatan Perundang-Undangan
(Statute Approach) dengan meneliti aturan—aturan yang bersangkutan dengan
permasalahan hukum sebagai pemecahan isu hukum. Bahan Hukum Primer
berupa Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan lalu
Lintas Ganjil/Genap di Provinsi DKI Jakarta dan Undang - Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan Hukum Sekunder
berupa literatur-literatur, media cetak yang berkaitan dengan objek permasalahan
yang diteliti. Data dianalisis secara deskriptif historis dengan melakukan analisis
atas permasalahan yang diteliti terhadap ketentuan peraturan gubernur dengan
undang-undang lainnya secara akurat sesuai fakta yang ada dengan norma hukum
yang berlaku.

Tindak pidana atas penindakan sanksi tilang yang memakai dasar hukum
pergub No.155 Tahun 2018 dan pemutusan sanksi denda berdasarkan UU Lalu
Lintas No.22 Tahun 2009, dimana tindak pidana atas pergub yang seharusnya
merupakan tindak pidana materil, dikarenakan adanya ketidakpastian mengenai
peraturan perundang-undangan dalam penindakan sanksi berupa tilang didasari
oleh pergub dan pemutusan atas denda didasari oleh undang-undang lalu lintas.
Dalam hal ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana ataupun
tidak sesuai dengan prosedur hukum acara pidana dikarenakan adanya
ketidakpastian hukum yang menyebabkan hilangnya pertanggungjawaban pidana
seseorang, yang mana dalama hukum formil dan hukum materil pidana telah
disimpangi. Peraturan Gubernur seharusnya diperbaharui ataupun dibentuk
menjadi peraturan daerah, agar pemberian sanksi yang jelas untuk mengisi
kekosongan hukum yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun
2018.

Kata Kunci: pergub ganjil genap lalu lintas Jakarta, sanksi e-tilang, Undang-
Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Abstract

The use of private transportation by the community in the capital city of Jakarta is
always increasing every year, causing congestion. The Governor of Jakarta as the
Government of DKI with the intermediary of the Department of Transportation
and Transportation is striving for traffic congestion in Jakarta to be overcome.
Establishment of Pergub No.155 of 2018 there are no clearer rules regarding
applicable sanctions. The fines will apply to riders of odd-even rules, while for
imprisonment will be given to those who forged vehicle license plates. This is an
imbalance for criminal procedure law and qualifies as a criminal offense for the
police to take a ticket using odd-even regulations, but a fine was adopted using the
Road Traffic and Transportation Law No. 22/2009.

Viewed from the perspective of this type of research is normative legal
research or doctrinal law research. Statutory Approval (Statute Approach) with
applicable regulations. Primary Legal Material from Governor Regulation
Number 155 Year 2018 Concerning Restrictions on Odd / Even Traffic in DKI
Jakarta Province and Law Number 22 Year 2009 Concerning Traffic and Road
Transportation. Secondary Legal Material consists of literature, print media
related to the object of debate received. The data are analyzed descriptively
historically by analyzing the contradictions raised against the provisions of the
governor's regulations with other laws that are accurate in accordance with the
facts that exist with the applicable legal norms.

Criminal action for sanctions that uses the legal basis of Governor Regulation
No0.155 of 2018 and termination of the fine sanction based on Traffic Law No.22
of 2009, where the criminal act on Pergub which is supposed to be a material
crime, due to uncertainty regarding the laws and regulations in the enforcement of
sanctions in the form of a ticket based on the regulation and termination of the
fine based on traffic laws. In this case, it cannot be qualified as a criminal offense
or not in accordance with the procedure of criminal procedure due to legal
uncertainty which results in the loss of a person's criminal liability, in which both
formal law and material criminal law have been distorted. The Governor's
Regulation should be updated or formed into a regional regulation, so that clear
sanctions are given to fill the legal vacuum contained in Governor Regulation
Number 155 of 2018.

Keyword : The Governor's Regulations Are Odd Even The Jakarta Traffic,
electronic Of traffic sanctions Constitution of Concerning Traffic and Road
Transportation.
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